BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

a. bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

d.

daerah maka Kepala Daerah mempunyai kewenangan
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat sebagaimana
diatur didalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf
e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak
dapat melaksanakan tahapan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
karena DPRD bersama Kepala Daerah tidak mengambil
keputusan bersama hingga tanggal 30 September 2021
sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 317 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

bahwa dalam hal DPRD bersama Kepala Daerah tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, maka
Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang
dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 sebagaimana diatur
didalam ketentuan Pasal 317 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

bahwa dalam rangka melaksanakan pengeluaran yang
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Daerah melaksanakan kegiatan yang bersifat darurat dan
keadaan mendesak sebagaimana diatur didalam ketentuan
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Mengingat
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Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa sesuai dengan berita acara hasil konsultasi
rancangan perubahan ketiga Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Bersama Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri maka
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat
melaksanakan tahapan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tetapi hanya
perubahan ketiga atas Peraturan Bupati yang mengatur
mengenai pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

bahwa dalam melakukan perubahan ketiga atas Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan juga mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sampai dengan huruf f, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai
berikut, semula berjumlah Rp. 868.612.216.800,00 berkurang sejumlah
Rp. 5.454.214.697,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi
Rp. 863.158.002.103,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 848.612.216.800,00

2. Bertambah Rp. 1.777.165.752,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 850.389.382.552,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp. 865.252.216.800,00

2. Berkurang Rp. 5.454.214.697.00 ()

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 859.798.002.103.00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 9.408.619.551,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
a) Semula Rp. 20.000.000.000,00
b) Berkurang Rp. 7.231.380.449.00 (-)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan Rp. 12.768.619.551,00
2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Semula Rp. 3.360.000.000,00
b) Bertambah /Berkurang Rp. 0.00 (+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan Rp. 3.360.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp.9.408.619.551,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2021;

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2021;

c. Lampiran Ill Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi
Hibah;

d. Lampiran IV  Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi

Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial;



e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan bersifat Umum dan Khusus yang
diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

f. Lampiran VI  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi
Hasil.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI BANG EPULAUAN p{

Q\RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 29



